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Politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat 
 
 Skripsi ini berjudul peran media Harian Garda Asa Kota dalam transformasi 
pendidikan politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bagaimana 
kinerja wartawan harian garda asa kota dalam meliput peristiwa politik di Kabupaten 
Bima. 
 Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata, tuliasan atau lisan dari orang 
dan prilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan yang mengarahkan 
pada latar belakang individu secara utuh. Penelitian ini dimulai dari obsevasi, data di 
kumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. 
Berdasarkan hasil tersebut maka di tentukan bahwa penelitian ini adalah penelitian 
yang berusaha untuk menghasilkan data-data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran harian media Garda Asa Kota 
dalam transformasi pendidikan politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara 
Barat belum maksimal, di satu sisi Harian Garda Asa Kota tidak terlalu banyak 
wartawan yang meliput peristiwa khususnya peristiwa politik di sisi yang lain 
informasi yang disampaikan belum sampai ke pelosok desa sehingga sebagian 
masyarakat tidak mengetahui informasi yang sedang terjadi. 
Banyak hal-hal yang mesti dilakukan oleh pimpinan Harian Garda Asa Kota 
serta para wartawan dalam mewujudkan media yang setia menyampaikan informasi, 
media yang menceritakan peristiwa apa adanya dan media yang selalu mengawal 




A. Latar Belakang  
Eksistensi pers- media massa dewasa ini memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan masyarakat terhadap berbagai 
informasi dan kemudahan mengaksesnya dapat dipenuhi oleh media. Hal tersebut di 
mungkinkan karena fungsi utama media adalah menyebarkan informasi yang aktual 
dan faktual bagi khalayaknya. Demikian pula dengan entitas media sebagai institusi 




Dengan peran dan fungsi ideal tersebut, media dituntut menjadi sarana yang 
efektif untuk memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat dengan informasinya. 
Dalam aspek ini, media sejatinya membaca kondisi riil masyarakat di sekitarnya 
sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan redaksional (agenda setting) yang 
kemudian dinarasikan dalam pemberitaan.
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Namun dewasa ini teks berita pada sebagian media surat kabar lebih 
bermuatan “politis” dibanding memberikan pencerahan kepada khalayak pembaca. 
Kenyataan demikian dapat dimaknai bahwa teks berita yang dibuat secara intensif 
oleh media surat kabar, pada saat tertentu terkesan kurang memadai atau kurang 
cermat, khususnya yang sering terjadi pada berita Pemilihan Umum.  
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Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Cet. 7; Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 64-
65. Lihat juga Hafied Cangara dkk, Dasar-Dasar Jurnalistik (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2006), 
h. 155. 
2
Agenda setting merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa agenda media cenderung 
berpengaruh terhadap agenda khalayak. Lihat Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. 1; 
Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 189. 
Alex Sobur mengemukakan enam indikator keterkaitan antara media massa 
dengan akses informasi publik terhadap berita tentang Pemilihan Umum, di antaranya 
adalah, 1) terbatasnya kemampuan analisis dan sikap kritis masyarakat pemilih 
terhadap figur kandidat dalam Pemilu, 2) dominannya media umum khususnya media 
cetak lokal sebagai rujukan sikap dan keputusan pemilih dalam menentukan hasil 
Pemilu, dan 3) krisis independensi media massa pemuat kegiatan Pilkada yang 
berpotensi mensitir sikap untuk hanya memilih figur tertentu yang notabene telah 
berkosentrasi dengan pemilik media.
3
 
Contoh aktual terkait dengan poin terakhir di atas adalah kinerja wartawan 
yang cenderung berperan ganda sebagai humas politisi dan humas lembaga politik 
yang aktif melakukan peliputan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka 
mengasumsikan hal itu sebagai bentuk pendidikan politik atau kontrol publik atas 
kinerja politisi, akan tetapi menempatkan politisi sebagai “informan” yang dapat 
melegitimasi objektifitas pemberitaan. 
Menurut Tuchman sebagaimana dikutip oleh Dan Nimmo, mengatakan bahwa 
sebenarnya pelaporan objektif adalah ritual, prosedur rutin yang hampir tidak ada 
hubungannya dengan penghilangan sikap memihak dari pembuatan berita
4
. Proses 
persepsi selektif yang dilakukan wartawan dan terutama editor, berperan dalam 
menghasilkan judul berita, panjang atau pendeknya laporan, komentar mana yang 
akan ditampilkan dan akan dibuang dalam publikasinya, sedikit banyak menunjukkan 
keberpihakan media itu sendiri.  
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Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 
Semiotik, dan Analisis Framing (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 160. 
4
Dan Nimmo, Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek (Cet. 4; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), h. 223.  
Dengan demikian peran wartawan sesungguhnya bersifat dilematis karena 
adanya intervensi berbagai kepentingan dalam mekanisme jurnalistik. Ragam 
kepentingan yang dimaksud bisa berupa kepentingan internal perusahaan untuk 
meningkatkan profit, kepentingan akses informasi bagi konsumen atau khalayak luas, 
maupun kepentingan personal atau kelompok politik tertentu yang dimungkinkan 
memberi pengaruh terhadap kinerja wartawan. 
Peran media surat kabar secara kelembagaan, termasuk individu wartawan di 
dalamnya pada dasarnya adalah menyajikan informasi kepada publik yang tidak 
memihak pada gagasan-gagasan atau kepentingan kelompok politik tertentu, tetapi 
bertindak selaku pengawas (act as watchdog) dalam proses politik tersebut. Menurut 
Masduki, tiga peran utama yang idealnya dimainkan oleh media massa dalam 
momentum politik adalah “monitoring the actor, guiding the voters, fair and peace 
keeping the selection process”.5 
Sikap cermat dalam memilih dan memilah informasi perlu diimplementasikan 
dalam mekanisme media massa, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-
Hujuraat/49 : 6. 
   
    
    
    
     
Terjemahnya: 
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Masduki, Kebebasan Pers dan Ko de Etik Jurnalistik (Yogyakarta; UII Pers Yogyakarta, 
2003), h. 159. 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
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Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa konten suatu berita tidak 
hanya berpotensi mencerdaskan setiap pembacanya, tetapi juga berpotensi 
menyesatkan pembaca jika tidak dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan (tabayyun) 
yang mendalam atas kebenaran suatu informasi. 
Berpijak pada uraian permasalahan sebelumnya, penulis tertarik untuk 
melaksanakan penelitian yang mengangkat realitas tentang peran media lokal dalam 
hal ini wartawan pada Harian Garda Asa Kota dalam upaya transformasi pendidikan 
politik kepada khalaknya. Harian Garda Asa Kota merupakan salah satu media surat 
kabar lokal yang representatif bagi pembaca di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, sebagai sumber akses informasi politik.  
Sebagai salah satu media surat kabar lokal di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, Harian Garda Asa Kota memiliki rubrik berita politik untuk 
dipublikasikan kepada khalayak. Sebagaimana umumnya fungsi pers, Harian Garda 
Asa Kota melalui rubrik berita tersebut berfungsi sebagai wadah edukasi bagi 
pembaca di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Fungsi pendidikan ini juga berkaitan erat dengan bagaimana Harian Garda 
Asa Kota mengartikulasikan suatu peristiwa atau informasi politik menjadi sebuah 
akses pendidikan politik bagi khalayaknya melalui teks berita yang dimaksud. Hal 
tersebut lebih dalam dapat dianalisa dengan mengaitkan konteks perumusan agenda 
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Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta; Intermasa, 1993), h. 124 
kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota dan kinerja wartawan secara empirik 
saat peliputan peristiwa politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
B. Rumusan Masalah 
Fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran media Harian 
Garda Asa Kota dalam upaya transformasi pendidikan politik di Kabupaten Bima 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berkaitan dengan hal itu, maka sub permasalahan 
yang diajukan mencakup pertanyaan tentang proses simultan dari mekanisme 
jurnalistik Harian Garda Asa Kota sebagaimana berikut: 
1. Bagaimana kinerja wartawan Harian Garda Asa Kota dalam meliput peristiwa 
politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 
2. Bagaimana agenda kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota dalam upaya 
transformasi pendidikan politik kepada pembaca di Kabupaten Bima Provinsi 
Nusa Tenggara Barat? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah; “Peran Media Harian Garda 
Asa Kota Dalam upaya Transformasi Pendidikan Politik di Kabupaten Bima Provinsi 
Nusa Tenggara Barat”. Untuk memperjelas orientasi penelitian ini dan guna 
menghindari penafsiran yang beragam, berikut dipaparkan definisi yang lebih spesifik 
terkait konsep-konsep yang termuat dalam judul yang dimaksud:     
1. Peran Media dan Wartawan 
Menurut Onong Uchjana dan Hafied Cangara, peran dan fungsi pers-media 
massa pada umumnya adalah menyebarkan informasi, menghibur, mengedukasi dan 
memengaruhi khalayak.
7
 Secara empirik peran media dapat dilihat pada kerja 
wartawan sebagaimana yang didefinisikan. Wartawan dalam Ensiklopedi Pers 
Indonesia adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan yang berupa 
kegiatan/usaha yang sah berhubungan dengan perkumpulan, pengolahan, dan 
penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan sebagainya 
dalam bidang komunikasi massa.
8
  
Dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Bab. I, Pasal 1 ayat 4, 
dikemukakan bahwa “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan 
kegiatan jurnalistik”.9 Wartawan dalam konteks bahasan ini adalah wartawan pada 
media Harian Garda Asa Kota yang dalam praktiknya berperan melaksanakan 
kegiatan jurnalisitk yakni mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah 
berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 
menyampaikan informasi tersebut melalui rubrikasi berita. 
2. Agenda setting  
Agenda setting adalah strategi media dalam menyediakan beberapa isu dan 
memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan 
kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting 
dibandingkan dengan isu lainnya. Dengan kata lain, apa yang dianggap penting oleh 
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Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, h. 64-65 dan Hafied Cangara dkk, Dasar-
Dasar Jurnalistik, h. 155. 
8
Kurniawan Junadhie, Ensiklopedi Pers Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), h. 277. 
9
H.M. Zaenuddin, The Journalist (Cet. 1; Jakarta: Pustakaraya, 2007), h. 255. Lihat juga 
Burhanuddin Amin, Jurnalisme; Mendalami Dunia Pers, Etika dan Hukum Pers, UU No 40 Tahun 
1999 Tentang Pers, UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Makassar: a Pos Media Group, 2010), h. 7. 
media akan dianggap penting pula oleh khalayak. Apa yang dilupakan media akan 
luput dari perhatian khalayak. 
 
3. Transformasi Pendidikan Politik 
Istilah transformasi pendidikan politik yang dimaksud berkaitan erat dengan 
salah satu fungsi media penyiaran televisi, yakni fungsi mendidik (to educate) atau 
sebagai sarana pendidikan massa.
10
 Fungsi mendidik tersebut merupakan manifestasi 
tanggung jawab sosial pers untuk mentransformasikan suatu pengetahuan yang 
bertujuan mendidik khalayak/pemirsa. Demikian halnya dengan fungsi transformasi 
pendidikan politik, media surat kabar diasumsikan memiliki potensi untuk 
merealisasikan aspek edukasi suatu peristtiwa politik melalui teks pemberitaan.    
4. Harian Garda Asa Kota 
Harian Garda Asa Kota adalah salah satu media surat kabar lokal yang berada 
di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain Radar Tambora, Harian 
Garda Asa Kota, Suara Mandiri, Lombok Pos dan sebagainya. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui kinerja wartawan Harian Garda Asa Kota dalam meliput 
peristiwa politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, h. 64-66. 
b. Mengetahui agenda kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota dalam 
upaya transformasi pendidikan politik kepada pembaca di Kabupaten Bima 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam 
pengembangan ilmu jurnalistik, terutama berkaitan dengan teori jurnalistik 
tentang peran dan tanggung jawaban sosial pers, serta teori agenda setting 
media massa. 
b. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan 
positif bagi wartawan dan media Harian Bima, pemerintah Kabupaten 
Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan khususnya khalayak pembaca dan 

























A. Teori Responsibilitas Sosial Pers 
Pada umumnya fungsi konseptual media massa diposisikan sebagai lembaga 
penyebar informasi publik, selain berfungsi mendidik, menghibur dan memengaruhi 
publik.
11
 Merujuk pada uraian Onong Uchjana, maka pers idealnya bertanggung 
jawab sosial (social responsibility), bertanggung jawab kepada negaranya (national 
responsibility), dan tanggung jawab individual (individual responsibility).
12
 




1. Fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi informatif, yaitu 
memberikan informasi atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang 
                                                     
11
Hafied Cangara, Abd. Khalik, dan M. Galib, Dasar-Dasar Jurnalistik (Cet. 1, Makassar: 
Alauddin Press, 2006), h. 15-16.  
12
Onong Uchana, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek. (Cet. 21; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 147-148.   
13
Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 27-29. Lihat juga Onong Uchjana Effendy, Dinamika 
Komunikasi (Cet. 7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 64-66.. 
teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi 
orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata. 
2. Fungsi kedua atau fungsi kontrol pers yang bertanggung jawab adalah masuk 
ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau 
perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan yang tidak 
berjalan baik. Fungsi “watch dog” atau fungsi kontrol ini harus dilakukan 
dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya. 
3. Fungsi ketiga pers yang bertanggung jawab adalah fungsi interpretatif dan 
direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus meceritakan 
kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers 
melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang. 
4. Fungsi keempat pers adalah menghibur. Para wartawan menuturkan kisah-
kisah dunia dengan hidup dan menarik mereka menyajikan humor dan drama 
serta musik.  
5. Fungsi kelima pers adalah fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana 
sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan 
sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap dunia itu 
benar atau salah. Jadi pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada 
generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua ke 
angkatan yang masih muda . 
6. Fungsi keenam adalah fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu 
mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada 
massa yang mengadakan demonstrasi terhadap pers harus menjaga baik-baik 
jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas di mana golongan mayoritas 
itu menguasai dan menekan golongan minoritas. 
7. Fungsi ketujuh adalah fungsi ekonomi yaitu melayani sistem ekonomi melalui 
iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk 
dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. 
8. Fungsi kedelapan adalah fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai 
kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat 




Mc Luhan sebagaimana yang dikutip oleh Alex Sobur, juga menjelaskan 
bahwa media secara umum adalah perpanjangan alat indra manusia. Dengan media 
manusia memperoleh informasi tentang benda, orang, dan tempat yang tidak dialami 
secara langsung. Mc Luhan bahkan menyebut bahwa the medium is the message. 
Artinya, medium saja sudah menjadi pesan, atau yang mempengaruhi khalayak bukan 
apa yang disampaikan oleh media, tetapi jenis media komunikasi dipergunakan, yaitu 
media media elektronik atau cetak.
15
 
B. Wartawan Perspektif Regulasi Pers 
1. UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik  
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Dalam menjalankan profesinya, wartawan pada umumnya melakukan 
interpretasi terhadap realitas untuk dihadirkan kepada khalayak, dengan menyebarkan 
berita atau laporan secepat mungkin kepada masyarakat/khalayak sebanyak 
banyaknya. Selain itu wartawan berfungsi sebagai sarana kontrol publik (watch dog) 
terhadap penyelenggara kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis. Dengan 
peran dan fungsi seperti itu, wartawan profesional selalu dituntut untuk: 
1. Menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil/fair. 
2. Menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa. 
3. Skeptik dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggaraan kekuasaan. 
4. Memberikan pandangan, analisa, dan interpretasi terhadap masalah-masalah 
sosial, politik, dan ekonomi yang rumit. 
5. Mengembangkan minat kultural dan intelektual di kalangan masyarakat. 
6. Memperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat. 
7. Menegakkan dan mematuhi etika jurnalisme.16 
Agar profesionalisme tetap terjaga mutlak bagi wartawan untuk selalu 
menggunakan metode dan prosedur yang benar dalam pengumpulan, pengolahan, dan 
penyebaran informasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi 
(berita) yang disebarkan adalah fakta yang objektif, bisa diperiksa, diverifikasi, 
menyebutkan sumber informasi dan menghindari opini pribadi.  
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Berdasarkan uraian Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Bab. I, Pasal 1 
ayat 4, dikemukakan bahwa “Wartawan adalah orang yang secara teratur 
melaksanakan kegiatan jurnalistik”.17 Dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 1966, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Bab 1, pasal 1, ayat 4, bahwa 
profesi wartawan adalah: 
… pekerjaan atau kegiatan atau usaha yang sah yang berhubungan dengan 
pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, 
ulasan, gambar-gambar, dan lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio, 
televisi, dan film.
18
   
Kedua Undang-Undang di atas sama-sama menekankan bahwa profesi 
wartawan erat berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik 
Wartawan Indonesia, sebagaimana yang di kemukakan oleh Zainuddin, kegiatan 
jurnalistik yang dilaksanakan oleh wartawan meliputi:  
… mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan meyampaikan 
informasi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lainnya melalui 




Dalam Ensklipedi Pers Indonesia sebagaimana yang di kemukakan oleh 
Junaedhie dari peraturan rumah tangga PWI Pasal 9, dijelaskan bahwa 
wartawan ialah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan berupa 
kegiatan/usaha yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan 
penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan 




Adinegoro sebagaimana dikutip oleh Alex Sobur, mengatakan bahwa 
wartawan adalah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat 
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kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung jawab terhadap isi 




Pengertian tersebut menjelaskan ruang lingkup yang sempit terhadap profesi 
wartawan. Dikatakan sempit karena hanya menekankan bidang kerja wartawan pada 
aspek media cetak atau surat kabar dan majalah. Sementara dalam konteks yang lebih 
luas, ditemukan pengertian yang mencakup bidang kerja wartawan yang beragam. 
Dalam hal ini meliputi media massa, cetak dan elektronik. Seperti dijelaskan pada 
Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 di atas. 
Dari berbagai pemaparan di atas diketahui bahwa suatu pekerjaan 
dikategorikan sebagai profesi jika terdapat asosiasi profesi, kode etik, dan suatu 
pendidikan khusus. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut 
profesional. Wartawan merupakan suatu profesi . Oleh karena itu orang yang bekerja 
sebagai wartawan disebut profesional. 
Dalam konteks hukum pers, kata profesi juga bisa ditemukan dalam 
penafsiran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Dalam penafsiran tersebut, 
setidaknya bisa ditemukan enam kata profesi, yaitu tiga kata pada penafsiran 
pembukaan, dua kata pada penafsiran pasal 1, dan satu kata pada penafsiran pasal 16 
pada penafsiran ini juga ditemukan tiga kata profesional, yakni pada penafsiran bab 1 
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Kepribadian dan Integrasi Wartawan, ayat 3; kemudian pada pasal 12, ayat 1; dan 
pasal 17, ayat 1.
22
 
Dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik tersebut, juga terdapat pengertian atau 
penjelasan mengenai Profesi, yakni pada pasal 1, alinea terakhir disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur 
himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus, keterampilan untuk 
menerapkannya, tata cara pengajuan yang objektif, dan kode etik serta lembaga 
pengawasan dan pelaksanaan penataannya.
23
 
Profesi wartawan dengan demikian adalah tingkat kemampuan wartawan 
dalam menyadari, memahami dan trampil menyelesaikan pekerjaanya. Wartawan 
dituntut sadar tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi media, serta 
menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan media.  
2. Kriteria dan Standar Kompetensi Wartawan 
Luwarso dan Gayatri sebagai anggota Dewan Pers pernah memberikan 
kriteria bagi profesi wartawan antara lain: 
a. Pemahaman terhadap etika jurnalistik, hukum dan ketentuan lain yang 
mengatur media massa; 
b. Pengetahuan dan kepekaan terhadap aspek-aspek kehidupan dan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat; 
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c. Kemampuan teknis dalam mencari, mengolah, menulis, dan menyampaikan 
berita/artikel atau laporan melalui media massa, sesuai dengan kode etik 
jurnalistik; 
d. Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha penerbitan media cetak dan 
atau elektronik;      
e. Kemampuan melakukan penelitian dibidang media massa.24 
Dewan Pers merumuskan standar kompetensi wartawan Indonesia Secara 
struktural kelembagaan dalam tiga kategori kompetensi sebagai berikut
25
:  
1) Kesadaran (Awareness),  
Mencakup tentang etika, hukum dan karir. Kesadaran etika; dengan 
kesadaran tersebut mekanisme kerja wartawan akan selalu mengacu pada kode 
prilaku, sehingga setiap langkahnya selalu dengan pertimbangan yang matang, 
termasuk dalam penulisan isu-isu sensitif. Adanya kesadaran itu juga 
memudahkan wartawan dalam pengetahuan kesalahan-kesalahan dan 
menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. 
Kesadaran hukum; Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan perlu 
meningkatkan kesadaran hukum. Wartawan wajib menyerap dan memahami UU 
pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya, wartawan perlu 
mengetahui mengenai penghinaan, privasi dan ketentuan dengan sumber. 
Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batasan-batasan hukum, 
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dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani 
untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga nilai-nilai demokrasi. 
Kesadaran karir. Kesadaran karir penting untuk dimiliki wartawan guna 
memastikan bahwa profesinya menjanjikan jenjang karir, kepastian kerja dan 
kesejahteraan, adanya job deskripsi, hak dan kewajiban, serta reward yang jelas. 
Wartawan perlu menyadari bahwa bekerja di satu perusahaan pers perlu dilandasi 
surat kesepakatan kerja bersama, antara perusahaan dan karyawan dan menyadari 
visi dan misi perusahaan pers yang tertuang dalam statuta perusahaan. 
2).  Pengetahuan (Knowledge),  
Mencakup pengetahan umum dan khusus pengetahuan umum yaitu 
kompetensi yang mencakup pengetahuan dasar, seperti ilmu budaya, politik, 
sosial, sejarah dan ekonomi. Seorang wartawan dituntut untuk terus belajar dan 
menambah pengetahuannya agar mampu mengikuti perkembangan dan 
perubahan, agar mampu menyajikan informasi yang layak bagi pembaca dan 
audiensnya. 
Pengetahuan khusus; kompetensi pengetahuan khusus diperlukan bagi 
wartawan yang memilih atau ditugaskan pada liputan yang spesifik, wartawan 
meliput masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi mikro, masalah 
keuangan, statistik dan lainnya. Pengetahuan Teori Jurnalistik dan Komunikasi; 
memahami teori jurnalisme dan komunikasi penting bagi wartawan sebelum 
bekerja ke lapangan agar memahami bidang dan wilayahnya. Jurnalisme tidak 
sekedar berita dan informasi, di dalamnya tercakup juga etika dan tanggung 
jawab sosial. 
3). Keterampilan (skill) 
Mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, 
penggunaan berbagai peralatan, seperti komputer, kamera faksimili dan 
sebagainya. Keterampilan reportase; mencakup kemampuan menulis, wawancara 
dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa dipertanggung jawabkan dan 
layak. Format dan gaya reportase terkait dengan media dan audiensnya, tulisan 
untuk koran harian berbeda dengan majalah, media internet, radio atau televisi.  
Keterampilan menggunakan alat; kompetensi mengoperasikan alat 
penting dalam proses menyusun laporan, kemampuan bukan sekedar mengetik 
melainkan juga menyusun data-base. Kompetensi audio visual, khususnya untuk 
wartawan media penyiaran, agar wartawan menguasai cara kerja teknologinya 
guna mendukung kerja jurnalistik. Wartawan dituntut mampu mengoperasikan 
kamera atau video kamera, mampu mengoperasikan alat dan menyimpan data, 
mampu mengoperasikan alat rekam suara. 
Keterampilan riset dan investigasi; kemampuan melakukan riset dan 
investigasi perlu di kembangkan untuk meningkatkan dan memperkaya laporan 
jurnalistik dan merumuskan laporan. Dengan demikian wartawan mengetahui 
dan mampu menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia di 
perpustakaan dan sumber lainnya, atau melalui internet dan mampu melacak data 
dan informasi dari berbagai sumber yang penting bagi publik.  
Keterampila teknologi informasi; keterampilan akses internet, 
mengoperasikan email, mailing list, newsgroup, dan menyusun laporan dalam 
format internet. Kompetensi ini relatif baru, namun hendaknya dikuasai 
wartawan dalam mengahadapi era kompetitif dan kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi dewasa ini. 
Secara konseptual standar kompetensi wartawan yang dirumuskan oleh 
Dewan Pers di atas, merupakan gagasan yang menyeluruh berkenaan dengan 
orientasi peningkatan mutu profesi wartawan. Selain itu, Dewan Pers juga 
merumuskan sebuah langkah konkrit guna mengorganisasikan standar 
kompetensi itu ke dalam sistem pendidikan jurnalistik, pelatihan jurnalistik, dan 
sistem pengembangan karir wartawan.
26
 
E.  Agenda Kebijakan Media  
i. Teori Agenda Setting  
Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippman tahun 
1965 dengan konsepnya yang berjudul “The world Outside and the Picture our 
Head”. Sedangkan penelitian secara empiris mengenai teori ini pertama dilakukan 
oleh McComb dan Donal L. Shaw sekitar 1968.
27
 
Menurut Walter Lippman, media memiliki kemampuan untuk menciptakan 
pencitraan-pencitraan ke hadapan publik. Teori ini berasumsi bahwa media 
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mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Teori 
ini menekankan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberitakan khalayak 
pada persoalan tertentu. Dengan kata lain, apa yang di anggap penting oleh media 




Dua asumsi mendasar dari teori ini adalah; 1) pers dan media tidak 
mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan 
mengkonstruksi realitas tersebut, 2) media menyediakan beberapa isu dan 
memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan 
kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting di 
bandingkan dengan isu lainnya.
29
 
Sedikit banyaknya media memberikan pengaruh kepada publik mengenai isu 
mana yang lebih penting di bandingkan dengan isu lainnya. Salah satu aspek yang 
paling penting dari konsep agenda setting ini adalah masalah waktu pembingkaian 
fenomena-fenomena tersebut dalam arti bahwa tiap-tiap media memiliki potensi-
potensi agenda setting yang berbeda-beda satu sama lainnya.  
Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah 
sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Ini 
berarti media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang di anggap 
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penting. Bila media massa selalu memuat nama seseorang, maka orang itu akan 
cenderung dianggap penting. 
Peranan atau terpaan media massa terhadap masyarakat itu sangat besar. 
Secara sadar atau tidak sadar, pola hidupnya sudah dikendalikan oleh media massa. 
Demikian menurut McQuail, media massa merupakan salah satu sarana untuk 
pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol 




Banyak orang menghabiskan waktunya untuk mengkomsumsi media massa di 
tengah kesibukan pekerjaannya. Menurut pendapat Rosengren sebagaimana yang 
dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang 
digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai 




Dengan demikian media massa merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat 
di perhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan 
politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan, terlebih 
dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor 
yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial, budaya dan politik.  
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Pers sebagai salah satu bentuk media, tentu saja mengimplikasikan fungsi 
mediasi antara masyarakat dengan dunia jurnalistik sebagai salah satu jenis kegiatan 
dari komunikasi massa yang membakukan tata cara pelaksanaan pers mencari dan 
menyebarkan informasi, selalu mengembangkan berbagai teknik peliputan dan 
pendistribusian muatan pesan yang dipengaruhi dan sekaligus merefleksikan realitas 
kultur masyarakat. 
Sebagai saluran penyampai informasi, media massa memiliki kemampuan 
untuk memutuskan apa yang harus diliput, bagaimana cara meliput, dan 
menampilkannya dalam surat kabar. Menurut teori agenda setting media massa 
memiliki kegiatan menyusun, memunculkan isu, dan menempatkan isu tersebut 
dengan tujuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh khalayak. 
Asumsinya adalah bahwa media menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan 
disiarkannya.  
Secara selektif, gatekeepers seperti bagian penyuntingan, redaksi, bahkan 
wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus 
disembunyikan. Dengan kata lain media massa merupakan isi dari segala jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya. Hal ini sesuai dengan 
teori agenda setting bahwa setiap peristiwa atau isu diberi bobot tertentu dalam 
penyajiannya (ruang dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio) dengan 
menonjolkan (ukuran judul, letak  pada surat kabar, frekuensi pemuatan, posisi dalam 
surat kabar) suatu permasalahan dan mengesampingkan yang lain. 
Wenner J. dan James W. mengutip pendapat Kurt dan Gladys Engel tentang 
agenda setting bahwa media massa mengarahkan perhatian khalayak kepada isu-isu 
tertentu. Media massa secara teratur dan berkesinambungan mengarahkan dan 
mempengaruhi setiap individu pengkonsumsi media untuk berpikir, mengetahui, dan 
mempunyai perasaan tertentu terhadap suatu objek. Asumsi-asumsi ini menunjukkan 
bahwa ketika media memberikan penonjolan dan teknik-teknik tertentu terhadap 
pemberitaan tentang sesuatu objek, berarti media hendak membentuk persepsi 
khalayak bahwa isu tersebut merupakan hal yang penting.
32
 
Peneliti G. Ray Funkhouser tertarik dengan hubungan antara liputan berita 
dengan persepsi publik tentang pentingnya isu-isu. Tetapi, Funkhousher juga 
menghasilkan aspek lain keutamaan sesungguhnya dari isu-isu spesifik dalam 
realitas. Funkhouser kemudian melihat hubungan antara opini publik dengan isi 
media dan hubungan antara isi media dengan realitas.
33
 
Hubungan yang pertama, hubungan antara tingkat pentingnya isu-isu menurut 
publik dan isi media. Dalam bagian kedua penelitiannya, Funkhousher melihat 
hubungan antara liputan media dan realitas. Analisis ini bukan analisis yang dapat 
dirangkum dengan mudah dengan sebuah tabel. Tetapi pola yang ditemukan 
Funkhouser kelihatan seakan-akan liputan media tidak begitu sesuai dengan realitas 
isu-isu. Misalnya liputan media perang Vietnam, kerusuhan kampus dan kerusuhan 
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Shoemaker dan Reese dengan memanfaatkan karya Helbert Gans dan Todd 
Gitlin mengusulkan lima kategori utama pengaruh isi media. 
a. Pengaruh dari pekerja media secara individu. Di antara pengaruh-pengaruh 
ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang profesional dan 
kepribadian, sikap pribadi, dan peran-peran profesional. 
b. Pengaruh-pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa 
dipengaruhi oleh praktek-praktek komunikasi sehari-hari 
komunikator/orang penghubung termasuk deadline/batas waktu dan 
kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, struktur 
piramida terbalik untuk menulis berita, nilai berita standar objektivitas, dan 
kepercayaan wartawan pada sumber-sumber berita. 
c. Pengaruh organisasi terhadap isi. Organisasi media memiliki beberapa 
tujuan dan menghasilkan uang sebagai salah satu yang paling umum 
digunakan. Tujuan-tujuan organisasi media ini bisa berdampak pada isi 
melalui berbagai cara. 
d. Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh-pengaruh ini 
meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk 
mendapatkan persetujuan (atau menentang) jenis-jenis isi tertentu, orang-
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orang yang menciptakan pseudoevent untuk mendapatkan liputan media, 
dan pemerintah yang mengatur isi secara langsung dengan undang-undang 
pencemaran nama baik dan ketidak sopanan. 
e. Pengaruh ideologi. Ideologi mengambarkan fenomena tingkat masyarakat. 
Yang asasi bagi ideologi di Amerika Serikat adalah “kepercayaan dalam 
nilai sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi, pencapaian laba 
dengan wiraswasta untuk kepentingan pribadi, dan pasar bebas.
35
 
2. Proses Pembentukan Agenda  
Peneliti Gladis Engel Lang dan Kurt Lang meneliti hubungan antara pers dan 
opini publik selama krisis Watergate dan menemukan bahwa gagasan asli penentuan 
agenda perlu untuk diperluas. Mereka menganjurkan agar konsep penentuan agenda 
diperluas menjadi konsep pembentukan agenda (agenda building), proses kolektif di 
mana media, pemerintah dan publik saling memengaruhi satu sama lain dalam 
menentukan isu-isu apa yang dianggap penting.
36
 Mereka merinci proses tersebut ke 
dalam enam langkah: 
a. Pers menyoroti beberapa kejadian atau aktivitas dan membuat kejadian 
atau aktivitas tersebut menjadi menonjol. 
b. Jenis-jenis isu yang berbeda membutuhkan jumlah dan jenis liputan berita 
yang berbeda untuk mendapatkan perhatian publik. 
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c. Peristiwa-peristiwa dan aktivitas dalam fokus perhatian harus “dibingkai” 
atau diberi bidang makna dimana di dalamnya peristiwa dan aktivitas 
tersebut dapat dipahami. 
d. Bahasa yang digunakan media dapat memengaruhi persepsi akan 
pentingnya sebuah isu. 
e. Media menghubungkan aktivitas kejadian yang telah menjadi fokus 
perhatian dengan simbol-simbol sekunder yang lokasinya pada landskap 
politik mudah diketahui orang memerlukan dasar untuk berpihak pada 
sebuah isu. 
f. Pembentukan agenda dipercepat ketika individu-individu yang tekenal dan 
dapat dipercaya mulai berbicara tentang sebuah isu.
37
 
F. Perspektif Berita Politik 
 Penelitian mengenai berita dalam kaitan dengan politik, dirintis oleh tokoh 
dari Chicago University menjelang PD II, atau yang lebih dikenal dengan mazhab 
Chicago (Chicago School). Sebagian diantara mereka adalah Robert Park, George 




Beberepa konsep penting yang dihasilkan oleh mazhab Chicago antara lain 
adalah teori mengenai khalayak yang dikonseptualisasikan dengan audience dan 
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public yang keduanya saling bertolak belakang. Konsep audience lebih dekat dengan 
selera, tuntutan dan kepentingan pasar. Sedangkan konsep public lebih dekat dengan 
tuntutan atau kepentingan rakyat banyak yang lebih berkonotasi politis.
 39
 
Bagi mazhab Chicago konsep audience mengimplikasikan mudahnya 
khalayak dimanipulasi oleh elit untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang 
kemudian dapat menimbulkan suasana kacau (chaos). Konsep audience juga diyakini 
cenderung mengkondisikan menurunnya kualitas mass society menjadi 
totalitarianisme sebagai konsekuensi dari kompetensi antar-elit. Konsep public oleh 
mazhab Chicago dipandang lebih mengimplikasikan pluralisme, kebebasan 
menyatakan pendapat, serta memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan 
personal dan sosial yang begitu luas.
40
  
Mazhab Chicago di dalam penelitian-penelitiannya lebih bertumpu pada 
teknik-teknik kualitatif dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil, cenderung 
bersifat normatif, dan sering dikritik sebagai terlalu value laden and speculative. 
Kajian tentang berita dalam kaitannya dengan politik berkembang tiga mazhab 
pemikir antara lain, Mazhab Chicago, Columbia, dan Elit Pluralis, yang dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Menurut Pawito, ada lima 




1. Perspektif cultural studies 
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2. Perspektif konstruksi realitas sosial 
3. Perspektif organisasional 
4. Perspektif narasi berita, dan 
5. Perspektif agenda setting 
Konteks penelitian ini menggunakan pendekatan teori agenda setting untuk 
mengkaji peran media Harian Garda Asa Kota dalam upaya transformasi pendidikan 
politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teori agenda setting 
sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, adalah titik pertemuan dua sisi sekaligus 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field 
research). Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, mengemukakan bahwa 
metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 




Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 
dari sudut atau perspektif partisipan, serta diarahkan lebih dari sekedar memahami 
fenomena tetapi juga mengembangkan teori. Penelitian kualitatif dilakukan pada 
kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat 
dan yang menjadi objek penelitian adalah media Harian Garda Asa Kota. Waktu yang 
digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini berkisar 2 bulan sejak observasi awal 
dilakukan hingga memasuki tahap pengujian hasil penelitian pada siding munaqasah. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dimaksud terdiri atas dua perspektif, yakni 
pendekatan keilmuan dan pendekatan metodologi.
44
 Pendekatan keilmuan yang 
digunakan adalah ilmu jurnalistik tentang teori fungsi media, agenda setting, dan 
praktik jurnalistik. Sedangkan aspek metodologi yang dimaksud adalah metode 
kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua rangkaian data, yaitu data 
tertulis dan data lapangan. Data tertulis yang dimaksud berupa data-data literatur, 
misalnya karya tulis ilmiah, referensi buku, majalah, surat kabar, sumber online, dan 
bahan dokumentasi serta data tertulis lainnya yang relevan dengan orientasi 
penelitian. Sedangkan data lapangan yang dimaksud bersumber dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Kedua sumber data penelitian tersebut ditelusuri secara 
mendalam hingga mencapai kesimpulan akhir. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang 
diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Teknik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam 
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Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap objek 
penelitian. Objek yang di maksud adalah berita Harian Garda Asa Kota terkait 
peristiwa politik di wilayah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Termasuk dalam 
konteks ini adalah pengamatan terhadap kondisi obyektif dari subjek penelitian, 
berupa proses peliputan peristiwa oleh wartawan, proses produksi berita, rapat 
keredaksian dan proses publikasi Harian Garda Asa Kota. 
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa teks berita Harian 
Garda Asa Kota, grafis atau foto peneliti bersama subjek penelitian, foto terkait 
kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat, arsip-arsip keredaksian Harian 
Garda Asa Kota, dokumen atau data-data relevan dari pemerintah Kabupaten Bima 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
E. Instrumen Penelitian 
Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif adalah hal 
yang primer karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, 
analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.
46
 Untuk mendapatkan data 
yang relevan dengan aspek-aspek yang diteliti, diperlukan instrumen sekunder 
pengumpulan data. Instrumen yang dimaksud meliputi daftar cek observasi dan 
panduan wawancara (interview guide) yang disesuaikan dengan fokus penelitian.  
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F. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara simultan, selama proses 
pengumpulan data dilaksanakan. Analisis data yang digunakan sesuai dengan metode 
kualitatif, suatu analisis model induktif yang beranjak dari data ke teori atau dari 
analisis kasus yang khusus menuju suatu simpulan yang umum.
47
 Adapun tahapan-
tahapan analisis data sebagai berikut. 
Tahap klarifikasi data, yaitu konseptualisasi hasil wawancara dalam bentuk 
transkrip yang diinterpretasi, kemudian diklarifikasi oleh informan. Tahap reduksi 
data, yaitu tahapan memilah data yang terkumpul yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Memilah data dalam artian mengukur derajat relevansinya dengan maksud 
dan tujuan penelitian, dengan jalan penyederhanaan atau memadukan data yang 
tersebar, kemudian kembali mengeksplorasi data tambahan. 
Tahap Penyajian data, yaitu proses deskripsi informasi (uraian naratif). Proses 
ini menggambarkan jawaban atas fokus permasalahan yang diajukan peneliti. Data 
yang tersaji kemudian diringkas ke dalam bentuk data deskriptif. Tahap konklusi dan 
verifikasi, yaitu tahapan akhir analisis data dengan melibatkan kembali para informan 
untuk memenuhi kriteria validitas hasil penelitian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian  
1. Profil Kabupaten Bima Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dengan luas wilayah mencapai 22% dari total luas provinsi atau 
seluas 4 374 km2. Secara geografis, Kabupaten Bima berbatasan dengan Laut Flores 
di sebelah utara, Selat Sape di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan, 
dan Kabupaten Dompu di sebelah barat, atau tepatnya terletak pada garis 08°08 
Lintang Utara - 08°57 Lintang Selatan, serta 117°40 - 119°24 Bujur Timur.  
Sejak tahun 2006, Kabupaten Bima telah mengalami pemekaran wilayah, 
dimana sebelumnya terdapat 14 wilayah kecamatan yang kemudian dimekarkan 
menjadi 18 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 168 desa. Selain 168 desa 
tersebut, terdapat 9 wilayah setingkat desa yang merupakan unit pemukiman 
transmigrasi yang berlokasi di Kecamatan Madapangga, Langgudu, Lambu, dan 
Tambora. 
Kabupaten Bima memiliki jumlah penduduk sebanyak 436.437 Jiwa yang 
terdiri dari 218.744 (50,12%) Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 217.693 (49,88) 
berjenis kelamin perempuan yang tersebar di 18 Kecamatan. Kecamatan Sape 
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 49 899 jiwa, 
sedangkan jumlah penduduk terkecil tercatat pada Kecamatan Wawo sebesar 3159 
jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Bima sebesar 98 jiwa/km2, dengan 
Kecamatan Bolo sebagai kecamatan terpadat (409 jiwa/km2), dan Kecamatan 
Tambora sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah (8 jiwa/km2). 
Berdasarkan struktur angkatan kerja, penduduk Kabupaten Bima didominasi 
oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 61.1% dari total jumlah 
penduduk, diikuti oleh penduduk pada usia 0-14 tahun sebesar 34.4%, dan penduduk 
di atas usia produktif sebesar 4.5%. Angka Beban Ketergantungan (ABK) di 
Kabupaten Bima tercatat sebesar 63.81 yang berarti setiap 100 jiwa penduduk usia 
produktif harus menanggung 64 jiwa penduduk yang tidak produktif. Semakin kecil 
angka beban ketergantungan akan menunjukan struktur angkatan kerja yang lebih 
baik.  
Tercatat pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja yang yang dihitung pada 
usia produktif adalah sebesar 254 225 jiwa yang terdiri dari penduduk yang bekerja 
sebesar 167070 jiwa, penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebesar 8438 jiwa, 
penduduk yang sedang menyelesaikan pendidikan sebesar 24 396 jiwa, penduduk 
yang hanya mengurus rumah tangga sebesar 43817 jiwa, serta penduduk lainnya 
sebesar 10 503 jiwa. Industri pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan 
merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bima 
yaitu sebesar 115533 jiwa, dan diikuti oleh industri sektor perdagangan dengan daya 




2. Profil Media Harian Garda Asa Kota 
a. Sejarah Harian Garda Asa Kota  
Harian Garda Asa Kota, berdiri sejak 19 Juni tahun 2000, didirikan oleh 
Khairudin M. Ali, bersama istrinya, Ramlah Khairudin. Sebelum mendirikan Harian 
Garda Asa Kota,  Khairudin adalah mantan wartawan/redaktur Harian Lombok Post 
sejak tahun 1992 hingga 1999. Berhenti di Lombok Post, Khairudin pernah menjadi 
Redaktur Pelaksana Mingguan Kilas yang terbit di Mataram pada tahun 1999. 
Pada tahun itu juga berhenti bergabung dengan Kilas kemudian bersama 
sahabatnya Heri Suparman, Agus Hakim, dan Anthony Mitan, mendirikan Harian 
Sumbawa Ekspres, di Sumbawa Besar pada akhir 1999. Pada April tahun 2000, 
Khairudin kemudian ke Bima dan menerbitkan koran yang bernama Harian Garda 
Asa Kota. 
Dalam perjalanannya, Harian Garda Asa Kota sudah melahirkan banyak 
kader, termasuk sejumlah pemimpin redaksi media yang terbit di Bima saat ini. 
Selain itu, juga sudah mencetak wartawan yang berhasil menyabet Handayani Award 
tingkat Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Sofiyan Asy’ari dan H Nasir Ali 
yang berhasil menjadi qori terbaik nasional pada MTQ Tingkat wartawan nasional.  
b. Profil / Struktur Redaksi 
Nama Penerbit : PT. Media Anzam Lestari 
Direktur Utama : Ir. Khairudin M. Ali 
Direktur Keuangan/Administrasi : Ir. Ramlah Khairudin 
Marketing Manager : Sofiyan Asy’ari, SE. 
Sekretaris Redaksi :  Nurdinah, SE 
Pemred/Redaktur Pelaksana :  Muhammad Fikrillah, SE. 
Redaktur :  LM. Tudiansyah, HM. Nasir Ali. 
Staf Redaksi : Sofiyan Asy’ari, HM. Nasir Ali, 
LM. Tudiansyah, Fachrunas, Taman Firdaus, Adi Supriadin. 
Tata Letak/Disain Grafis :  Ady 
B. Peran Wartawan Harian Garda Asa Kota 
Peran Wartawan adalah mencari dan meliput peristiwa hingga merangkainya 
menjadi suatu berita yang menarik bagi khalayak/pembaca. Wartawan Harian Garda 
Asa Kota kadang tidak bekerja sendiri, ada seorang fotografer yang bertugas 
mengambil grafis suatu kejadian. Namun dalam situasi tertentu, kadang Wartawan 
Harian Garda Asa Kota bertindak sekaligus sebagai fotografer.  
Sebagian Wartawan Harian Garda Asa Kota ada yang merangkap tugas, baik 
sebagai Wartawan maupun fotografer yang biasa disebut pewarta foto. Wartawan 
yang merangkap tugas menjadi pewarta foto tersebut dituntut untuk mampu 
melakukan dua pekerjaan tersebut dengan baik, bagaimana mencari berita secara 
mendalam dan berbobot serta mampu mengambil grafis sesuai kaedah ketentuan 
standar pengambilan grafis untuk pemberitaan. 
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menurut Nasir Ali pada dasarnya 
Wartawan Harian Garda Asa Kota bertugas sebagai redaktur untuk liputan yang ia 
lakukan. Karena Wartawan yang memimpin liputan dan mengarahkan fotografer 
untuk mengambil grafis apa saja yang ia butuhkan untuk melengkapi laporan 
beritanya. Karena itu, sinergitas tim liputan di lapangan sangat menentukan efektifitas 
dan keberhasilan liputan berita.
48
 
Dalam hal ini kerja sama antara anggota tim sangat dibutuhkan. Karena kerja 
sama dan komunikasi yang baik antara Wartawan dan fotografer dapat menghasilkan 
sebuah liputan yang optimal. Dalam meliput ataupun mencari berita, Wartawan 
Harian Garda Asa Kota bekerja menurut jobdesk atau wilayah masing-masing, sesuai 
jadwal yang sudah ditentukan, dan terutama item-item yang sudah diagendakan 
dalam rapat redaksi.  
Demikian halnya dengan agenda peliputan peristiwa politik, hasil liputan para 
Wartawan nantinya akan dipublikasikan di sejumlah rubrikasi berita di Harian Garda 
Asa Kota. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan sebelum dan sesudah 
Wartawan Harian Garda Asa Kota melaksanakan tugasnya di lapangan: 
1. Pra Peliputan Peristiwa  
Pada umumnya topik liputan pemberitaan Harian Garda Asa Kota melalui 
proses perencanaan (agenda setting) yang dilaksanakan dalam rapat redaksi harian 
dengan melibatkan peran beberapa pihak inti dari struktur keredaksian Harian Garda 
Asa Kota, antara lain; Sekretaris Redaksi, Pemred/Redaktur Pelaksana, Redaktu, Staf 
Redaksi dan Tata Letak/Disain Grafis. Dalam kaitan ini, Muhammad Fikrillah 
mengatakan bahwa; 
Konteks pembicaraan dalam agenda setting utamanya wacana Politik yakni 
perkembangan dari setiap figur politik (apalagi mendekati pemilihan) hingga 
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apa yang menjadi kegiatan mereka untuk merebut simpati rakyat, sementara 
untuk pelaksanaan, lebih kepada kesiapan Penyelenggara dalam hal ini 
(KPU). Secara umum agenda settingnya adalah bagaimana memberitakan 




Hasil dari rapat redaksi tersebut kemudian dilimpahkan kepada masing-
masing Wartawan sesuai jobdesk atau wilayah liputannya. Dengan demikian seluruh 
proses kerja Wartawan Harian Garda Asa Kota (pra peliputan hingga proses publikasi 
berita) berpijak pada agenda yang telah direncanakan sebelumnya dalam rapat redaksi 
tersebut. Termasuk dalam hal ini agenda Harian Garda Asa Kota terkait momentum 
politik yang akan diliput oleh para Wartawan. Mengenai fungsi/tujuan diadakan rapat 
redaksi pra peliputan peristiwa politik tersebut, Nasir Ali mengungkapkan bahwa;  
Tujuan rapat keredaksian untuk publikasi politik yakni bagaimana 
pemberitaan dalam segmen politik lebih terarah kepada bagaimana seorang 
politikus memberikan atau menemukan solusi untuk kemajuan daerah dan 
masyarakatnya, seperti  perbaikan pendidikan, kesehatan, terbukanya 
lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, pengangguran hingga 




Demikian pula ketika Wartawan meliput peristiwa di lapangan, mereka tidak 
berarti lepas dari orientasi kebijakan redaksi atau kontrol pimpinan redaksi. Redaktur 
Pelaksana Harian Garda Asa Kota dalam hal ini berfungsi melakukan pemantauan 
setiap hari kepada seluruh tim liputan dan bertanggung jawab penuh atas berita yang 
                                                     
49
Muhammad Fikrillah, Redaktur Pelaksana Harian Garda Asa Kota, Wawancara oleh penulis 
di Kantor Redaksi Harian Garda Asa Kota, Bima,.... 2016. 
50
Nasir Ali, Redaktur Harian Garda Asa Kota, Wawancara oleh penulis di Kantor Redaksi 
Harian Garda Asa Kota, Bima, .... 2016.  
akan ditayangkan dari hasil peliputan berita para tim liputan menurut wilayah 
masing-masing.  
Selain berpedoman pada agenda kebijakan redaksi, kemampuan menulis 
berita, pemahaman terhadap kode etik jurnalisitik, hukum pers, life skill technology 
dan sebagainya juga merupakan bagian dari persiapan personal yang harus dimiliki 
oleh seorang Wartawan.
51
 Dalam hubungan ini, LM. Tudiansyah mengemukakan; 
Wartawan dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya sebagai jurnalis 
harus melakukan tugasnya meliput berita juga melaksanakan pengambilan 




Dengan demikian, wartawan dituntut memiliki kompetensi yang lebih, yakni 
di samping harus memiliki pemahaman konseptual tentang jurnalistik, seminimal 
mungkin menguasai secara teknis perangkat teknologi seperti alat fotografis dan 
teknologi internet.
53
 Kedua aspek tersebut jelas akan mempengaruhi kinerja para 
Wartawan Harian Garda Asa Kota, baik ketika meliput suatu peristiwa, proses 
penulisan teks berita dan laporan peristiwa dalam versi rekaman grafis, hingga 
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2. Tahap Liputan Peristiwa 
Pada tahapan ini biasanya Wartawan dan fotografer akan berdiskusi untuk 
menentukan langkah yang diambil ketika di lapangan. Berdasarkan keterangan LM. 
Tudiansyah, HM. Nasir Ali, mengemukakan sejumlah langkah yang biasa mereka 
praktikan sebelum mengadakan peliputan, antara lain: 
a. Mempertanyakan kembali peristiwa apa yang akan diliput, nilai berita apakah 
yang sangat ditunggu pembaca. 
b. Apakah yang diliput termasuk running story atau cerita bersambung yang setiap 
hari mungkin akan berkelanjutan. Jika demikian perkembangan terakhir dari 
kasus tersebut itu apa. 
c. Siapa yang terpengaruh dengan berita tersebut. 
d. Siapa yang layak menjadi narasumber, atau siapa yang bertanggung jawab 
terhadap peristiwa atau kasus yang diliput. 
e. Siapa pemain kuncinya. 
f. Apakah diperlukan wawancara dengan seorang pengamat ataupun seorang 
independen. 
g. Pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu dikemukakan. 
h. Grafis apa saja yang diperlukan, dan perlukah grafis dokumentasi, ataukah 
grafis pendukung lainnya (hal ini didiskusikan dengan fotografer). 
i. Apa angle beritanya 




Setiap tim liputan Harian Garda Asa Kota akan mendapatkan tugas dua 
hingga empat berita setiap harinya. Hasil peliputan Wartawan tersebut kemudian 
diserahkan kepada redaktur berita. Setiap Wartawan Harian Garda Asa Kota juga 
terikat oleh tenggat waktu atau sering disebut dead line dalam menjalankan tugas di 
lapangan, sehingga Wartawan diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan baik 
mengingat mereka tidak dapat menggunakan waktu yang diberikan dengan bebas. Hal 
ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi seorang Wartawan di mana pada waktu 
yang terbatas harus mampu menghasilkan berita yang berkualitas.  
Setelah kegiatan peliputan berita selesai, Wartawan bertugas melaporkan 
judul liputan beritanya kepada redaktur, yang kemudian akan dicatat dalam edit teks. 
Wartawan dalam hal ini menulis teks berita berdasarkan wawancara yang telah 
dilakukan. Teks berita tersebut akan dikoreksi oleh editor teks setelah itu akan 
diberikan kepada editor grafis. Sehingga editor grafis dapat menyesuaikan grafisnya 
dengan teks yang ada. 
3. Pasca Liputan Berita 
Proses produksi meliputi penyusunan teks berita dan edit teks hingga 
menyeleksi dan mengedit grafis/foto yang diperoleh. Dalam penyusunan teks berita 
Harian Garda Asa Kota, Wartawan harus menyusunnya berdasarkan data hasil 
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liputannya. Data yang diperoleh haruslah berdasarkan fakta, tidak boleh ada opini 
dari penulis dan juga tidak boleh dikurangi atau ditambah. Selain itu, data-data 
tersebut haruslah akurat dan bisa dipercaya. Penyusunan berita tersebut menggunakan 
prinsip piramida terbalik, dimana lead atau kepala berita merupakan isi berita yang 
penting yang ingin disampaikan. Menurut Nasir Ali; 
Penulisan berita harus memenuhi unsur 5 W + 1 H. Berita surat kabar selalu 
dimulai dengan lead. Lead tersebut merupakan rangkuman dari seluruh unsur 
terpenting dari suatu berita dengan latar belakang dan konteks yang 
diperlukan. Wartawan juga harus mengerti dan mampu menggunakan bahasa 
sastra, dalam menggunakan bahasa sastra tersebut tidak mutlak namun dapat 
disajikan agar teks berita lebih menarik dan lebih enak dibaca. Penulisan 
berita surat kabar tidak boleh bertele-tele, namun harus tepat, singkat, 
sederhana, padat dan jelas.
55
 
Setelah Wartawan selesai menulis teks berita, Wartawan akan meminta 
redaktur untuk mengedit teks tersebut. Jika terjadi kesalahan atau terdapat kalimat 
yang kurang tepat bisa langsung diperbaiki. Setelah di edit, teks tersebut akan dicetak 
kemudian setelah itu barulah editor grafis mulai menyusun grafis surat kabar. 
Berdasarkan proses perjalanan sebuah berita dari peliputan hingga publikasi tersebut, 
diketahui bahwa sebuah berita yang ditayangkan adalah m erupakan hasil kerja 
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C. Agenda Kebijakan Redaksional Harian Garda Asa Kota  
1. Mekanisme Kerja Redaksi Harian Garda Asa Kota 
Kebijakan redaksi merupakan pusat dari proses yang dilakukan dalam 
memproduksi isi berita pada media khususnya penerbitan surat kabar. Kebijakan 
redaksi ini memengaruhi dan mengontrol isi yang akan dipublikasi pada media surat 
kabar dalam menjalankan fungsinya pada masyarakat.  
Sebagaimana media surat kabar pada umumnya, kebijakan redaksi Harian 
Garda Asa Kota ditentukan oleh unsur redaksional; pemimpin redaksi, redaktur 
pelaksana, redaktur, staf redaksi dan sebagainya. Karena itu, berita Harian Garda Asa 
Kota memiliki cara sendiri dalam menyeleksi sebuah berita sampai proses penerbitan 
sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.  
Berdasarkan skema pada grafis 1 di bawah, diketahui bahwa mekanisme 
redaksional Harian Garda Asa Kota merupakan sebuah proses kolektif yang 
melibatkan seluruh komponen struktural keredaksian. Kolektifitas kerja redaksional 
Harian Garda Asa Kota dalam arti terjadi suatu proses komunikasi yang terkoordinasi 
dan berkesinambungan di antara mereka. Meski demikian, peran dan fungsi setiap 
individu dalam struktur keredaksian Harian Garda Asa Kota berbeda dalam 
impelementasinya yang sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing  




Gambar 4.1.  













Sumber: olah data observasi dan studi dokumen Garda Asa Kota 2016 
Berikut adalah deskripsi kerja beberapa komponen redaksi Harian Garda Asa 
Kota:  
a. Pemimpin Redaksi (Pemred) 
1) Bertanggungjawab terhadap isi penerbitan 
2) Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan 
3) Memimpin rapat redaksi 
AGENDA REDAKSI 
GAK Usulan Berita 
Lembar Penugasan 
(Term of Reference) 
Wartawan GAK 
Proses editing berita  
di ruang redaksi 
1. Pemimpin redaksi 
2. Redaktur pelaksana 
3. Redaktur 
4. Staf redaksi 
Rapat Redaksi 
Publikasi Berita GAK  
Sumber Berita 
4) Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan 
dipublikasi 
5) Menentukan layak tidaknya suatu berita 
6) Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Pemimpin Perusahaan 
untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan 
7) Menjalin negosiasi dengan nara sumber penting di pemerintahan, dunia 
usaha, dan berbagai instansi 
8) Bertanggung jawab terhadap pihak lain, karena merasa dirugikan atas 
pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, 
tuntutan hukum, atau menggugat kepengadilan 
b. Redaktur Pelaksana (Redpel) 
1) Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari 
2) Memimpin rapat perencanaan hingga rapat terakhir sidang redaksi 
3) Membuat perencanaan isi untuk setiap berita 
4) Bertanggung jawab terhadap isi berita 
5) Mengembangkan, membina, menjalin negosiasi dengan sumber berita 
6) Memberikan laporan perkembangan kepada Pemred.56  
c. Redaktur Berita 
1) Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari 
2) Memimpin rapat perencanaan hingga rapat terakhir sidang redaksi 
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3) Membuat perencanaan isi untuk setiap pemberitaan 
4) Bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan 
5) Mengkoordinasi kerja  Wartawan  
6) Mengedit teks, data, judul, maupun hasil liputan para Wartawan 
7) Mensuvervisi, mengarahkan dan membina Wartawan dalam mencari berita 
dan mengejar sumber berita 
8) Memberikan penilaian kepada Wartawan baik penilaian kualitatif maupun 
kuantitatif 
9) Memberikan laporan perkembangan kepada pemred dan redpel. 
d. Staf redaksi dan Wartawan  
1) Mencari, meliput/mewawancarai sumber berita dan melaporkan hasil liputan 
yang ditugaskan redpel dan redaktur berita 
2) Memberikan usulan berita kepada redaktur berita terhadap suatu informasi 
yang dianggap penting untuk dipubikasi 
3) Membina dan menjalin negosiasi dengan sumber-sumber penting di berbagai 
instansi 




Berdasarkan deksripsi di atas, diketahui bahwa kebijakan redaksional Harian 
Garda Asa Kota berperan sentral terhadap mekanisme kerja institusi penerbitan baik 
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secara internal maupun secara eksternal. Peran dan fungsi seluruh elemen redaksi 
Harian Garda Asa Kota yakni berkaitan dengan bagaimana mereka menyeleksi 
sebuah berita, bagaimana perannya dalam rapat redaksi, bagaimana memutuskan 
layaknya suatu berita untuk dipublikasi, hingga mengetahui bagaimana kebijakan 
mereka dalam menentukan peringkat dan urutan berita sampai ke proses penerbitan.  
2. Kebijakan Redaksi Harian Garda Asa Kota Dalam Berita Berita Politik   
Kebijakan redaksional dapat dimaknai sebagai serangkaian pedoman yang 
menjadi dasar di bidang redaksional sesuai visi dan misi media massa yang 
bersangkutan. Kebijakan redaksional, di samping berkaitan dengan subtansi 
pemberitaan, juga meliputi tujuan mengapa berita tersebut diturunkan. Dalam 
perspektif ini, berita utama tentu punya news value yang paling tinggi di antara sekian 
berita yang masuk ke meja redaksi. 
Salah satu berita utama yang dipublikasi oleh Harian Garda Asa Kota adalah 
peristiwa politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya 
momentum Pemilihan Kepala Daerah, kasus-kasus politik seperti suap/korupsi, 
kegiatan partai politik, figur politisi, dan berbagai momentum politik lainnya. Berita 
itu dipublikasi karena memiliki daya tarik terhadap pembaca Harian Garda Asa Kota, 
khususnya bagi para politisi, pengamat politik, simpatisan politik, kalangan 
akademisi dan tidak terkecuali sebagian masyarakat Kabupaten Bima yang ingin 
mengakses perkembangan informasi politik.  
Pertimbangan redaksional Harian Garda Asa Kota yang wujud dalam 
pemberitaannya tentu berpijak pada fungsi media itu sendiri, yakni menyampaikan 
informasi, menghibur, mendidik, dan memberikan pengaruh kepada publik (to 
inform, to entertain, to educate, and to influence). Dalam menjalankan fungsinya, 
pers Indonesia memiliki kebebasan yang dijamin UUD. Namun, pada saat yang sama, 
pers yang bebas juga memiliki tanggung jawab.  
Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua sisi dari satu mata uang yang 
sama. Ini semua diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pers di negara 
demokrasi seperti di Indonesia menjadi kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Pers sesuai UU Pers menjalankan fungsi kontrol sosial atau watch dog. 
Menurut Muhammad Fikrillah; 
Untuk bisa menjalankan peran itu, pers Indonesia harus nonpartisan, tidak 
menjadi alat kepentingan tertentu, apakah itu kepentingan politik atau 
kepentingan bisnis. Satu-satunya kepentingan pers Indonesia adalah 
kepentingan masyarakat, kepentingan umum, kepentingan publik, baik 
kepentingan masyarakat Indonesia (national interest) maupun kemanusiaan 
universal. Untuk publikasi Politik tentu kita tetap pada kebijakan redaksional 
yakni netral dan balance dalam setiap pemberitaan karena seperti yang 
dijelaskan diatas pers harus nonpartisan dan itulah Harian Garda Asa Kota.
58
   
Pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Fikrillah di atas, menekankan 
bahwa peran ideal yang dimainkan oleh media harus terhindar dari 
kepentingan sektarian atau bersifat partisan, melainkan kepentingan yang 
diemban oleh media adalah “kepentingan masyarakat Indonesia (national 
interest) maupun kemanusiaan universal”. Hal ini sesuai dengan paradigma 
pers yang bertanggungjawab sosial (social responsibility pers), bertanggung 
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Teori pertanggungjawaban sosial pers tersebut dapat dilihat pada tataran 
praktik-praktik jurnalistik. Sebagai contoh, media massa dengan publikasi siaran 
bertema politik dengan asumsi transformasi pendidikan politik bagi pembacanya. 
Meskipun demikian, harus diakui bahwa media dengan siaran politik tentu sangat 
rawan dengan berbagai macam intervensi kepentingan, baik kepentingan bisnis, 
modal, kekuasaan dan nuansa politik. 
Hal ini memang menjadi persoalan di mana pun jika harus mengaitkan suatu 
berita dengan latar belakang, apalagi persoalan politik. Berita tidak boleh 
mengaitkan persoalan SARA sebagaimana yang sering muncul dalam 
pandangan black campign dan negatif campaign dan ini mesti dihindari.
60
  
Secara ideal konseptual dalam berbagai literatur jurnalistik maupun klaim 
redaksional media massa, cenderung mengasumsikan hal yang sama bahwa media 
sesungguhnya netral dan berimbang dalam praktik jurnalismenya atau ketika 
berhadapan dengan situasi politik. Namun realitasnya, media tertentu secara implisit 
menunjukkan keberpihakannya terhadap suatu kepentingan politik dengan 
menjadikan kaidah normatif penerbitan; UU Pers, P3SPS, Kode Etik Jurnalisitik, dan 
berbagai aspek regulasi lainnya, sebagai dasar yang melegitimasi.  
Berbagai sudut pandang tentang makna independensi, netralitas dan 
berimbang ini misalnya dikemukakan oleh informan. Muhammad Fikrillah 
mengemukakan:  
Untuk publikasi Politik tentu kita tetap pada kebijakan redaksional yakni 
netral dan balance dalam setiap pemberitaan karena seperti yang dijelaskan di 
atas pers harus non partisan dan itulah Harian Garda Asa Kota. Harian Garda 
                                                     
60
Nasir Ali, Redaktur Harian Garda Asa Kota, Wawancara oleh penulis di Kantor Redaksi 
Harian Garda Asa Kota, Bima, .... 2016.   
Asa Kota tetap berada dalam kode etik penerbitan dan pemberitaan dan 
mengacu pada UU yang ada. Dalam hal ini Harian Garda Asa Kota mengolah 
mengumpulkan dan memberikan informasi sesuai dengan prosedur yang ada 
yang tentunya mengendepankan aspek pendidikan, keseimbangan, fakta dan 




Berbeda dengan Muhammad Fikrillah yang menekankan netralitas, LM. 
Tudiansyh disisi lain lebih mengedepankan independensi dia menyatakan 
bahwa: 
 
Media massa harus independen, bukan netral karena jika netral maka media 
massa tidak memiliki sikap. Media massa harus bersikap dengan intervensi 
seminimal mungkin dan berpihak pada kebenaran seperti yang diajarkan oleh 
Bill Kovach dalam prinsip-prinsip jurnalisme.
62
 
          
Demikian halnya dengan pendapat Nasir Ali, menyatakan bahwa hakikatnya lebih 
pada keberimbangan berita. 
Netralitas dalam penyampaian informasi politik kepada masyarakat adalah 
sesuatu yang harus dilakukan, karena pada dasanya pemberitaan yang meliputi 
banyak aspek harus mengutamakan netralitas tanpa memandang siapa pun 
yang harus disesuaikan dengan riilnya suatau peristiwa. Aspek keberimbangan 
menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seluruh media agar tercipta 
pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat terlebih informasi adalah 





Dalam tataran realitas, kedekatan eksistensi antara media massa dengan 
institusi dan kontestan politik tersebut memungkinkan bagi keduanya untuk 
bersimbiosis mutualisme. Di satu pihak, media membutuhkan sumber informasi yang 
komprehensif terkait peliputan peristiwa politik, sementara institusi politik maupun 
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para kontestan politik juga membutuhkan wahana untuk menyalurkan kepentingan 
politisnya di pihak lain. Karena itu, kehadiran pengamat politik dan peran aktif 
pembaca/khalayak dalam publikasi penerbitan surat kabar dapat diartikan sebagai 
penetral situasi politik.    
Sudah menjadi kecenderungan bagi media penerbitan surat kabar nasional 
maupun media penerbitan lokal seperti Harian Garda Asa Kota, untuk bersaing 
menayangkan peristiwa politik dalam berbagai rubrikasinya. Karena itu, sisi positif 
dari berita bertema politik signifikan bergantung pada idealisme media itu sendiri, 
yakni sejauh mana mereka mengendepankan aspek pendidikan politik bagi 
pembaca/khalayak. Hasil wawancara dengan Muhammad Fikrillah mengemukakan 
kecenderungan Harian Garda Asa Kota.  
Harian Garda Asa Kota sebagai media lokal memiliki unsur kedekatan yang 
erat dengan masayarakat Bima. Informasi yang disampaikan menjadikan 
masyarakat mudah memahami dan mengetahui informasi yang berkembang di 
masyarakat, teramsuk Harian Garda Asa Kota telah berperan untuk 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Bima, mensosialisasaikan 
hal-hal yang sangat penting dalam bidang politik yang tentunya melibatkan 
masayarakat luas. Harian Garda Asa Kota telah mampu memberikan edukasi 
politik terbukti dari respon positif masyarakat Bima dalam setiap pemberitaan, 
utamanya berita politik yang dipublikasi Harian Garda Asa Kota, sekaligus 
memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan 
pihak Harian Garda Asa Kota.
64
 
Terkait dengan kiprah Harian Garda Asa Kota, LM. Tudiansyah 
mengemukakan: 
Sebagai salah satu media lokal di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Harian Garda Asa Kota terus berupaya memberikan penyajian berita 
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yang bersifat edukatif dan tidak berbau SARA. Selain tayangan yang disajikan 
juga edukatif, yaitu mendidik masyarakat kita untuk menjadi cerdas dalam 
menyikapi segala hal yang terjadi. Sehingga kita dapat menentukan sikap 




Sementara menurut Nasir Ali, aspek pendidikan politik dari publikasi 
peristiwa politik oleh media penerbitan saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Media Harian Garda Asa Kota dalam hal ini diharapkan mampu mentransformasikan 
suatu nilai pendidikan politik bagi pembaca dalam isi beritanya. Mengingat bahwa 
nilai yang terkandung dalam berita politik sangat tinggi dan dapat menjadi pemicu 
antusiasme masyarakat secara umum.
66
      
Hal tersebut dilihat pada aspek penilaian redaksi Harian Garda Asa Kota 
tentang dinamika politik baik dalam konteks nasional maupun lokal khususnya 
realitas politik di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad 
Fikrillah mengemukakan; 
Dalam konteks pilkada, peta politik menjadi lebih dinamis dan berwarna. 
Manuver dan propaganda antar partai politik dan aktor politik muncul hampir 
dalam tiap hari pemberitaan media. Salah satu yang kerap muncul dalam 
pemberitaan media berkait dengan konfigurasi politik menjelang pemilu 
adalah dipublikasikannya hasil survey dari berbagai lembaga survey, yang 
isinya berkisar antara partai politik dan kontestan pilkada yang memiliki 
akseptabilitas (tingkat penerimaan) di masyarakat pemilih.
67
 
Sejalan dengan uraian wawancara di atas, Nasir Ali mengemukakan bahwa 
antusiasme pembaca tentu menjadi pertimbangan redaksi Harian Garda Asa Kota 
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untuk mengkonstruksi suatu berita politik di samping berita lainnya yang juga 
memiliki segmentasi khalayak tersendiri.
68
 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
makna news value jurnalistik sesungguhnya adalah realitas yang direkonstruksi dan 
kemudian ditransformasikan oleh media tertentu mengikuti kecenderungan perspektif 
khalayak pembaca. 
Dalam konteks teori dan praktik jurnalistik, beberapa nilai atau kadar yang 
tinggi (news value) yang terkandung dalam suatu berita, antara lain; penting 
(significance), besar (magnitude), waktu (time), kedekatan (proximity), tenar 
(prominance), manusiawi (human interest), sesuatu yang baru atau aneh. News value 
dalam kaitan ini merupakan salah satu indikator pertimbangan yang didiskusikan 
dalam rapat perencanaan redaksi Harian Garda Asa Kota.    
Menurut Sofiyan Asy’ari, indikator yang mengandung nilai jurnalistik dalam 
suatu peristiwa politik yakni berorientasi pendidikan politik bagi masyarakat. Sebagai 
contoh, sosialisasai tata cara penyaluran hak suara yang merupakan hak setiap warga 
negara, berisi informasi yang mendidik, mengandung unsur kedekatan atau proximity 




Contoh lain tentang indikator nilai jurnalistik dalam suatu liputan peristiwa 
politik juga dikemukakan oleh Adi Supriadin.  
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Ada banyak cara yang dilakukan oleh politikus dalam mengambil hati 
masyarakat seperti pengobatan gratis, kerja bakti lingkungan, bantuan rumah 
ibadah kegiatan lainnya yang bersifat Baksos dan Bansos dan semua yang 
dilakukan tersebut mengandung unsur nilai berita hanya saja tidak semua 
media memiliki kebijakan untuk mempublikasikan kegiatan seperti di atas. 
Redaksi Harian Garda Asa Kota misalnya melihat apa yang dilakukan para 
aktor politik hingga pada tataran baksos dan bansos tidak lebih kepada sebuah 
pencitraan semata sehingga jika dipublikasikan hanya akan berdampak pada 
promosi untuk politikus tersebut.
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Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Israa’/17:36 
     
    
  
  
   
     
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. 
Penjelasan 
 
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya......." 
Maksudnya, jangan mengikuti apa yang tidak kamu ketahui dan tidak penting 
bagimu. Jika kita memiliki pengetahuan, maka manusia boleh menetapkan suatu 
hukum berdasarkan pengetahuannya itu. (Tafsir Imam Qurthubi) 
 
".......Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya" 
Maksudnya masing-masing dari semua itu ditanya tentang apa yang dilakukannya. 
Hati ditanya tentang apa yang dia pikirkan dan dia yakini. Pendengaran dan 
penglihatan ditanya tentang apa yang dia lihat, dan pendengaran ditanya tentang apa 
yang ia dengar. Semua anggota tubuh akan diminta pertanggungjawaban di hari 
kiamat. (Tafsir Imam Qurthubi, Ibnu Katsir.) 
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Allah SWT melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula 
mengatakan sesuatu berdasarkan zan (dugaan) yang bersumber dari sangkaan dan 
ilusi (Tafsir Ibnu Katsir) 
"Dan janganlah kamu mengikuti (Al-qafwu, maknanya adalah al-ittiba' yaitu 
mengikuti) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang..." 
Hikmah dari ayat ini adalah memberikan batasan-batasan hukuman, karena banyak 
kerusakan yang disebabkan oleh perkataan yang tanpa dasar. Janganlah kamu 
mengikuti perkataan dan perbuatan yang tidak kamu ketahui ilmunya, dan janganlah 
kamu mengucapkan aku melihat ini padahal aku mendengar ini padahal kamu tidak 
mendengarnya. Firmannya ,"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya" 
Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, karena Allah 
Ta'ala akan menanyakan anggota badan ini pada hari Kiamat tentang apa yang telah 
di ucapkan oleh pemiliknya atau yang dikerjakannya maka dia akan bersaksi dengan 
apa yang dia ucapkan atau yang dikerjakan dari perkataan dan perbuatan yang 
dilarang. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa aspek yang 
mempengaruhi pertimbangan redaksional Harian Garda Asa Kota dalam proses 
publikasi beritanya. Beberapa pertimbangan redaksional Harian Garda Asa Kota yang 
dimaksud antara lain, 1) artikulasi fungsi media massa sebagai penyebar informasi, 
pendidikan, hiburan, dan pengaruh, 2) dimensi normatif penerbitan, misalnya regulasi 
penerbitan dan kode etik jurnalistik, 3) nilai jurnalisitik dalam suatu peristiwa politik, 
dan 4) respon khalayak atau dampak sosial terkait publikasi siaran politik. 
a. Proses Konstruksi Berita Politik 
Peristiwa-peristiwa politik lokal maupun nasional yang diagendakan oleh 
redaksi Harian Garda Asa Kota untuk diliput oleh Wartawan pada dasarnya akan 
terseleksi secara berkesinambungan berdasarkan kadar news value serta beberapa 
indikator pertimbangan redaksional lainnya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. 
Nasir Ali mengemukakan; 
agenda pra peliputan di Harian Garda Asa Kota, rapat redaksi bersama para 
Wartawan untuk menentukan topik dan membahas persoalan politik yang 
berkembang, kemudian menentukan angel dan menyusun pertanyaan inti dari 
berita yang akan di konfirmasi, termasuk membahas agenda-agenda politik 
yang ada. Sementara pada tahap publikasi politik, berita politik sebelum 
dipublikasi (ditayangkan) terlebih dahulu akan dilakukan kroscek kemudian 
akan melaui proses editing teks untuk selanjutnya layak siar ke publik.
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Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa hasil dari proses seleksi 
redaksi Harian Garda Asa Kota terhadap ragam persoalan politik itu diformulasikan 
ke dalam teks-teks pertanyaaan inti yang kemudian dikembangkan oleh para 
Wartawan pasca peliputan peristiwa. Demikian pula hasil liputan para Wartawan 
akan kembali ke ruang redaksi untuk tetap melalui proses pengolahan/editorial. Hasil 
wawancara dengan Nasir Ali, menjelaskan proses yang dimaksud;  
Proses pengolahan berita oleh para redaktur yakni menentukan tema berita, 
mengedit teks berita dan melakukan kroscek ke wartawan politik yang 
bersangkutan bila terdapat data yang kurang akurat, mengedepankan 
pemberitaan yang seimbang dan independen, melakukan pemeriksaan 
terhadap wawancara yang diperoleh, berita harus mengandung fakta dan tidak 
berisi narasi yang berupaya menggurui publik.
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Dengan demikian terdapat rangkaian proses yang sistematis dalam mekanisme 
kerja redaksi Harian Garda Asa Kota sejak di ruang rapat, pasca peliputan Wartawan 
di lapangan, proses editing teks pemberitaan, hingga tahap publikasi informasi 
kepada khalayak/audience.  
Menurut LM. Tudiansyah, rangkaian proses tersebut tidak terbatas pada aspek 
teknis jurnalistik, melainkan juga menyentuh kaidah normatif penerbitan produk 
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jurnalistik. Setelah mendapatkan fakta-fakta secara lengkap di lapangan maka 
pekerjaan berikut adalah menuangkannya ke dalam tulisan yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip jurnalistik yang baik (pembuatan Teks) dengan mempertimbangkan 
proses pembuatan tulisan jurnalistik, yakni melaporkan secara menyeluruh, 
menuliskannya secara sistematis dan berstruktur, menggunakan tata bahasa yang 




Pada bagian tersebut, teks yang telah dibuat oleh wartawan akan kembali 
diperiksa Redaktur. Berangkat dari proses seleksi redaksi hingga hasil laporan 
Wartawan Harian Garda Asa Kota tentang peristiwa-peristiwa politik tersebut 
kemudian dikonstruksi ke dalam varian berita bertema politik. 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian data penelitian yang telah dianalisis, kesimpulan 
mengenai permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kinerja wartawan harian Garda Asa Kota dalam meliput peristiwa politik di 
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat secara garis besar dapat 
dicermati pada rangkaian a) pra peliputan peristiwa, b) peliputan peristiwa, dan 
c) proses produksi berita. Pra peliputan peristiwa yakni tahap penentuan topik 
liputan pemberitaan atau disebut sebagai proses perencanaan (agenda setting) 
yang dilaksanakan dalam rapat redaksi harian dengan melibatkan peran dari 
setiap elemen struktur keredaksian harian Garda Asa Kota. 
Tahap kedua, yakni peliputan peristiwa di mana hasil rapat redaksi 
tersebut kemudian dilimpahkan kepada masing-masing wartawan sesuai jobdesk 
atau wilayah liputannya. Setiap wartawan Garda Asa Kota akan mendapatkan 
tugas dua hingga empat berita setiap harinya. Wartawan dalam hal ini menulis 
naskah berita berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Naskah berita 
tersebut akan dikoreksi oleh redaktur berita.  
Tahap ketiga, proses produksi berita, meliputi penyusunan edit teks berita 
yang diperoleh. Dalam penyusunan teks berita Garda Asa Kota, wartawan 
menyusunnya berdasarkan data hasil liputannya. Penyusunan berita tersebut 
menggunakan prinsip piramida terbalik, dimana lead atau kepala berita 
merupakan isi berita yang penting yang ingin disampaikan. Setelah di edit, teks 
berita tersebut akan dicetak kemudian dipublikasikan. 
2. Agenda kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota dapat di maknai sebagai 
serangkaian pedoman yang menjadi dasar di bidang redaksional sesuai visi dan 
misinya. Kebijakan redaksional Harian Garda Asa Kota yang termanifestasi 
dalam pemberitaannya berpijak pada fungsi media itu sendiri, yakni 
menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan memberikan pengaruh 
kepada publik. 
Beberapa aspek yang mempengaruhi pertimbangan redaksional Garda 
Asa Kota dalam proses publikasi siarannya, antara lain, 1) artikulasi fungsi media 
massa sebagai penyebar informasi, pendidikan, hiburan, dan pengaruh, 2) 
dimensi regulasi hukum pers dan kode etik jurnalistik, dan regulasi terkait 
lainnya 3) nilai jurnalisitik dalam suatu peristiwa politik, dan 4) respon khalayak 
atau dampak sosial terkait publikasi siaran politik. 
Dalam upaya transformasi pendidikan politik kepada khalayak, Harian 
Garda Asa Kota menjalankan fungsi kontrol sosial, berupaya terhindar dari 
kepentingan sektarian atau bersifat partisan, dan mengutamakan kepentingan 
masyarakat (national interest) maupun kemanusiaan universal. Hal ini sesuai 
dengan paradigma pers yang bertanggungjawab sosial (social responsibility 
pers), bertanggung jawab kepada negara (national responsibility), dan tanggung 
jawab individual (individual responsibility). 
B. Implikasi Penelitian 
1. Harian Garda Asa Kota sebagai representasi media lokal di Kabupaten Bima 
Provinsi Nusa Tenggara Barat di harapkan mampu merealisasikan makna pers 
sebagai kekuatan keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 
serta menjalankan fungsinya sebagai elemen kontrol sosial politik. Karena itu, 
peran ideal yang dimainkan oleh harian Garda Asa Kota dalam berbagai 
momentum politik harus terhindar dari kepentingan sektarian atau bersifat 
partisan.  
2. Berdasarkan hasil analisis data observasi dan wawancara, maka hasil peneltian 
ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai upaya 
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A. Teks Wawancara 
1. Fokus A : Agenda Kebijakan Redaksional Harian Garda Asa Kota 
a. Bagaimana penilaian anda tentang dinamika politik baik dalam 
konteks nasional maupun lokal, khususnya realitas politik di Bima 
NTB? 
b. Tema apa saja yang dipublikasi oleh Harian Garda Asa Kota 
berkenaan dengan isu politik? 
c. Terkait dengan proses rapat keredaksian, hal-hal apa saja yang menjadi 
agenda kebijakan Harian Garda Asa Kota pra-peliputan dan publikasi 
peristiwa politik? 
d. Bagaimana pertimbangan redaksional Harian Garda Asa Kota dari 
aspek kode etik jurnalistik dan respon khalayak/dampak sosial terkait 
publikasi siaran politik? 
e. Menurut anda, indikator apa saja yang merupakan nilai jurnalisitik 
dalam suatu peristiwa politik? 
f. Bagaimana proses rekonstruksi/pengolahan berita para redaktur atas 
laporan hasil peliputan seorang wartawan tentang peristiwa politik?  
g. Bagaimana penilaian dan sikap anda tentang netralitas atau aspek 
keberimbangan media dalam publikasi berita bertema politik?   
h. Menurut pengamatan anda, sejauhmana peran/kontribusi media 
penyiaran lokal (khususnya Harian Garda Asa Kota) dalam 
mentransformasikan pendidikan politik kepada khalayak? 
i. Berdasarkan pengalaman anda, hal apa saja yang perlu menjadi bahan 
evaluasi bagi wartawan maupun redaktur dalam upaya membangun 
profesionalisme dan kualitas isi siaran, terutama berkaitan dengan 
orientasi pendidikan politik bagi khalayak? 
2. Fokus 2: Realitas Kinerja Wartawan Harian Garda Asa Kota  
a. Deskripsikan pengalaman anda tentang gambaran umum rapat redaksi 
Harian Garda Asa Kota: 
1) Apa konteks pembicaraan dalam agenda setting (utamanya wacana 
politik)? 
2) Siapa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme rapat redaksi? 
3) Bagaimana bentuk keterlibatan anda ketika rapat redaksi 
berlangsung? 
4) Bagaimana penilaian anda dengan proses rapat redaksi? 
b. Hal apa saja yang ditekankan (input) pihak redaktur kepada anda saat 
akan meliput peristiwa politik: 
1. Konten peristiwa? 
2. Aspek teknis peliputan? 
c. Persiapan teknis dan prosedur apa saja yang anda lakukan sebelum 
terjun di lapangan atau saat akan meliput suatu peristiwa politik? 
d. Menurut anda, indikator apa saja yang merupakan nilai jurnalisitik 
dalam suatu peristiwa politik? 
e. Bagaimana bentuk/sampel teks interview yang anda ajukan kepada 
narasumber? 
f. Selain aspek audio-visual liputan peristiwa politik, hal apa saja yang 
menjadi laporan anda kepada pihak redaktur? 
g. Deskripsikan pengalaman atau penilaian anda tentang hambatan yang 
sering ditemui oleh wartawan saat peliputan peristiwa politik: 
1) Pasca interview dengan salah satu narasumber? 
2) Keberpihakan atau afiliasi wartawan ke dalam aktifitas politik? 
3) Kasus kekerasan terhadap wartawan? 
4) Delik pers atau wartawan digugat secara hukum akibat 
pemberitaannya? 
5) Terkait dengan proses editing hasil peliputan di ruang redaksi? 
6) Kendala lain yang belum disebutkan? 
h. Bagaimana pandangan anda tentang latar belakang sosial budaya, 
pendidikan, hukum, dsb dari pemirsa jika dikaitkan dengan publikasi 
peristiwa politik? 
i. Menurut pengamatan anda, sejauhmana peran wartawan dalam upaya 
membangun iklim pendidikan politik melalui publikasi 
pemberitaannya?     
j. Berdasarkan penilaian anda, hal apa saja yang perlu menjadi bahan 
evaluasi bagi wartawan maupun redaktur dalam upaya membangun 
profesionalisme dan kualitas isi siaran, terutama berkaitan dengan 
orientasi pendidikan politik bagi pemirsa? 
 
B. Item Observasi dan Dokumentasi 
1. Data profil Harian Garda Asa Kota yang memuat historis, visi dan misi, 
struktur organisasi Harian Garda Asa Kota, beserta job description 
keredaksian.  
2. Data tekstual (surat kabar) Harian Garda Asa Kota tentang berita politik   
3. Data tentang rapat redaksi Harian Garda Asa Kota 
4. Data riset internal, kalangan akademisi maupun hasil riset lembaga ekesternal 
tentang Harian Garda Asa Kota 
5. Foto dokumentasi kegiatan peliputan wartawan Harian Garda Asa Kota 
6. Foto informan yang diwawancarai 
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